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Abstrak
Kemiskinan sering dialami oleh penduduk di Negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dialami di kota-kota besar tidak terkecuali Surabaya. Kemiskinan dan rasa malas adalah salah satu faktor adanya pengemis. Pengemis di Kecamata Wonokromo Surabaya berjumlah 60 orang. Pengemis ini juga dapat melakukan tindak pidana seperti pencurian dan penjambretan jika ada kesempatan. Adanya kerugian semacam ini  harusnya pihak kepolisian menindak pengemis tersebut. Namun pada kenyataannya pihak kepolisian tidak menindak pengemis tersebut, padahal sudah jelas bahwa pada Pasal 504 KUHP tindakan pengemisan merupakan pelanggaran ketertiban umum. Hal ini menarik untuk dikaji, agar dapat  mengetahui bagaimana penegakan hukum Pasal 504 KUHP yang dilakukan oleh polisi, upaya apa yang dilakukan, serta hambatan dalam melakukan penegakan Pasal 504 KUHP. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan diskusi bagi mahasiswa untuk menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Selain itu juga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penegak hukum dalam menegakan Pasal 504 KUHP.
Skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yakni menggambarkan penegakan hukum Pasal 504 KUHP yang dilakukan polisi, upaya untuk mengatasinya dan kendala yang dihadapi. Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Wonokromo. Informan dalam penelitian ini adalah polisi di POLSEK Wonokromo dan pengemis yang ada di Kecamatan Wonokromo. Informan ini akan diambil secara snowball. Data yang terkumpul dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif yakni menjabarkan data yang tersedia kemudian melakukan uraian dan penafsiran dengan kalimat-kalimat sehingga diperoleh bahasan atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti.
Hasil penelitian ini adalah penegakan hukum dalam tindak pidana pengemisan belum berjalan. Polisi tidak melakukan proses pemeriksaan untuk perkara pengemisan. Sehingga pengemis tersebut tidak mendapatkan sanksi apapun. Pengemis hanya dirazia lalu ditampung di penampungan untuk diberi pembinaan dan ketrampilan. Upaya preventif berjalan dengan baik berkat kerja sama kepolisian dengan pihak LIPONSOS (Lingkungan Pondok Sosial), sedangkan upaya represif (penegakan hukum) tidak berjalan dengan maksimal karena hanya razia saja yang dilakukan. Hambatan yang didapatkan pihak polisi adalah tidak jeranya pengemis serta rasa malas yang mereka miliki untuk bekerja. Pengemis tersebut cenderung untuk tetap mengemis saat dia sudah dilepas dari penampungan. Tidak ada upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk menanggulangi hambatan ini.
Seharusnya pengemis menerima sanksi  berupa denda agar mereka merasa jera, serta pengemis juga harus mendapatkan penyuluhan dan pembinaan agar mereka tahu bahwa perbuatan mengemis adalah perbuatan melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi untuk yang melanggar serta dibina agar mereka tidak merasa malas untuk bekerja setelah keluar dari LIPONSOS. Selain itu pihak LIPONSOS juga harus bekerja sama dengan pihak UKM (Usaha Kecil Menengah) agar saat pengemis itu keluar dari LIPONSOS mereka dapat disalurkan dan bekerja disana. 
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ABSTRACT
Poverty is often experienced by people in developing countries such as Indonesia. Poverty experienced in the major cities, Surabaya is not an exception. Poverty and laziness is one factor of beggars existence. Beggars in Surabaya Sub-District Wonokromo is 60 people. Beggars can also committing a crime such as theft and mugging if the opportunity arises. Such losses like this, the police should act about this beggars activity, but in fact the police do not act about this beggars activity, even though it was clear that the Provision 504 of the Criminal Code about begging action is a violation of public order. It is interesting to study, in order to know how the enforcement of Provision 504 of the Criminal Code conduct by the police, what efforts, as well as obstacles face in enforcing of Provision 504 of the Criminal Code. This study can be used as a discussion for students to broaden knowledge related to the topic of this research. It can also be considered for law enforcement in enforcing Provision 504 of the Criminal Code.
This thesis uses descriptive research, which illustrates the enforcement of Provision 504 of the Criminal Code conduct by the police, efforts to overcome and the obstacles encountered. The location of this research is in Sub-District Wonokromo. Informants in this study is POLSEK Wonokromo police and beggars in the Sub-District Wonokromo. Informants will be taken with snowball technic. The data collected in this study will be analyzed qualitatively, which describe the available data and then perform the following description and interpretation of the sentences in order to obtain a systematic discussion or exposure and easily understandable.
The results of this study are law enforcement in  criminal offense of begging haven’t run yet . The police did not conduct the examination process for the begging case. Which make the beggars do not get any penalties. Beggars just being raided and accommodated in the shelter to be given coaching and skills. Preventive efforts go well thanks to the cooperation with the police and LIPONSOS (Environmental Social Cottage), while the repressive efforts (law enforcement) does not run with the maximum because only raids are conducted. Obstacles met by police are restless beggars and lazy sense that they have to work. Beggars tend to keep begging when she is released from the reservoir. There no efforts was made by the police to overcome this obstacle.
Beggars should receives penalties by giving them fine, so they will feel wary, also beggars should get counseling and guidance so they know that the act of begging is against the law and may be penalized for violating, also they must be teach to not be lazy to work after being out from LIPONSOS. In addition LIPONSOS should cooperate with the UKM/SME (Small Medium Enterprises) im order when the beggar was out from LIPONSOS they can be distributed and work there.







Indonesia adalah negara yang berkembang dengan persebaran ekonomi yang kurang merata. Ketidakmerataan ekonomi ini dirasakan di berbagai kota di Indonesia tidak terkecuali Surabaya. Hal ini dapat dibuktikan dengan tabel pendapatan penduduk Surabaya dari kecamatan-kecamatan yang ada di Surabaya sebagai berikut:
Tabel 1.1
















Sumber : BPS Kota Surabaya.

 Tabel 1.1 diatas dapat dibandingkan antara kelompok 40 persen golongan miskin dengan 20 persen golongan kaya. Jika dilakukan perbandingan 40 persen kelompok miskin dan 20 persen kelompok kaya maka didapatkan perbandingan 1 dibanding 1,96. Artinya setiap didapatkan 1 orang kaya maka ditemukan 2 orang miskin. Hal ini membuktikan ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan di Surabaya. Selain itu dari tabel 1.2 dapat dilihat hanya sebagian kecil penduduk yang memiliki pendapatan besar. Hal semacam ini  memang sering terjadi terutama di Negara-Negara berkembang seperti Indonesia karena persebaran ekonominya yang kurang merata.​[1]​Kemiskinan adalah salah satu penyebab seseorang menjadi pengemis.berdasarkan data dari LIPONSOS (Lingkungan Pondok Sosial) pengemis yang ada di Kecamatan Wonokromo berjumlah 60 orang. Pengemis adalah orang yang berkerja untuk mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di tempat umum dengan mengharapkan belas kasihan dari orang lain.​[2]​ Kegiatan mengemis ini mereka lakukan sebagai mata pencaharian untuk menopang hidup mereka. Tidak jarang ditemukan pengemis yang memiliki tempat tinggal yang layak atau bahkan mewah. 
Di Madura tepatnya di Desa Pragaan Daya Kecamatan Sumenep atau dikenal juga dengan sebutan kampung pengemis. Terdapat 3500 Kepala Keluarga( KK) dan sekitar 80 persen dari mereka yang menjadi pengemis. Hal inilah yang menyebabkan desa ini mendapatkan julukan kampung pengemis. Rumah warga di kampung itu tidak ada yang berdinding dari anyaman bambu (gedek..​[3]​
	Pengemis yang bermunculan dapat menimbulkan tindak pidana. Pengemis tersebut bisa memanfaatkan kesempatan yang mereka miliki untuk melakukan tindak pidana kepada orang-orang yang memberikan uang kepada mereka. Ketika orang tersebut lengah maka pengemis akan melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang dapat dilakukan oleh pengemis misalnya saja pencurian, pencopetan, perjudian,dan pemerasan.
	Hal semacam ini terjadi di Serang, seorang pengemis babak belur dihajar masa karena mencuri kotak amal di Masjid Al-Hisap kampung Pulojajar.​[4]​ Hal-hal semacam ini dapat terjadi karena adanya kesempatan yang dimiliki oleh pengemis.
Jika ada kesempatan maka mereka akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencuri, merampas, atau menjambret orang yang merasa iba dan memberikan uang kepada pengemis tersebut. Mengemis merupakan larangan dalam hukum Indonesia. Hal ini tercantum dalam Pasal 504 KUHP ayat (1) yang berbunyi “barang siapa minta-minta (mengemis) ditempat umum dihukum karena minta-minta, dengan kurungan  selama-lamanya enam minggu”. Sedangkan pada Pasal 504 KUHP ayat (2) yang berbunyi “minta-minta yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih, yang masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan”. Walaupun pasal 504 KUHP tidak dihapus namun keberadaan pasal ini diabaikan oleh aparat kepolisian. Hal ini dibuktikan adanya pembiaran pengemis yang berkeliaran, padahal seharusnya pengemis ini harus ditertibkan dan diberi sanksi.
Pasal 504 KUHP seharusnya ditegakkan oleh pihak polisi terhadap pengemis, tetapi aparat polisi hanya membiarkan mereka tetap berkeliaran dan mengganggu ketertiban umum. Seharusnya pengemis tersebut mendapatkan sanksi kurungan sesuai dengan yang tercantum dalam KUHP sehingga mereka jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Tetapi sampai sekarang kita bisa melihat sendiri bahwa aparat kepolisian cenderung membiarkan mereka.

METODE
Penelitian ini menggunakan penlitian deskriptif, yakni menggambarkan penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi berkaitan dengan pelanggaran ketertiban umum yang dilakukan oleh pengemis, upaya yang dilakukan serta hambatan yang didapatkan.
Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan mempergunakan teknik wawancara. Wawancara  dilakukan dengan aparat polisi untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dari Pasal 504 KUHP terhadap pelanggaran ketertiban umum oleh pengemis, hambatan dan upaya apa saja yang dilakukan polisi untuk menegakan Pasal 504 KUHP dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Selain wawancara kepada pihak polisi, wawancara juga akan dilakukan dengan pengemis untuk mengcross check data yang diperoleh dari polisi. 
Peneliti juga mempergunakan dokumentasi untuk mengetahui jumlah jumlah pengemis dan jumlah poisi di Kecamatan Wonokromo. Teknik pengolahan data yang digunkan adalah teknik editing peneliti akan mengelompokkan data tersebut sesuai dengan pertanyaan yang terdapat pada bagian rumusan masalah serta mengecek dan mengoreksi data yang telah terkumpul dan akhirnya di uraikan pada bab hasil serta pembahasan.Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
A.	Hasil Wawancara Dengan Polisi
Hasil penelitian diperoleh dari wawancara dengan polisi dan pengemis. Penelitian dengan polisi dilakukan di POLSEK (Kepolisian Sektor) Wonokromo di jalan Joyoboyo No.1 Surabaya. Wawancara dilakukan dengan informan sebagai berikut: 
1.	Bapak Aibda Imam selaku BA TAHTI POLSEK Wonokromo pada tanggal 16 Mei 2014 pukul 10.00-12.00 WIB. 
2.	Bapak Iptu Suparman selaku Kanit Sabhara (Samapta Bhyangkara) POLSEK Wonokromo yang bertugas untuk melakukan pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum tindak pidana ringan (Tipiring)  pada tanggal 26 Mei  2014 pukul 09.00-12.00 WIB. 
1.	Penegakan hukum Pasal 504 KUHP (larangan mengemis) yang dilakukan oleh polisi di Kecamatan Wonokromo Surabaya
Pengemis adalah tindakan pidana yang melanggar Pasal 504 KUHP. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aibda Imam dan Iptu Suparman para pengemis yang tertangkap dalam razia dibawa ke POLSEK Wonokromo untuk didata oleh Unit Sabhara dan setelah itu mereka akan dilimpahkan ke LIPONSOS (Lingkungan Pondok Sosial) untuk diberikan pembinaan.  
Meskipun mereka melanggar Pasal 504 KUHP mereka tidak ditindak sesuai dengan KUHAP. Mereka hanya akan ditampung saja. Tindakan pelimpahan perkara ke pengadilan yang seharusnya dilakukan oleh kepolisian tidak dilaksanakan karena melihat adanya Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi ”fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal inilah yang menyebabkan para pengemis tersebut tidak diproses oleh pihak kepolisian karena berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 para pengemis tersebut merupakan tanggungjawab negara untuk memelihara mereka. Sehingga mereka hanya akan ditampung dan diberikan pembinaan saja, mereka tidak diproses dipersidangan. Jika ada pengemis yang melakukan tindak pidana seperti pencurian atau penjambretan maka pengemis tersebut baru akan diproses sesuai dengan KUHAP, perkara ini akan dilimpahkan ke pengadilan. Tetapi selama ini di Kecamatan Wonokromo belum ada pengemis yang ditangkap karena melakukan tindak pidana.
2.	Upaya yang dilakukan oleh polisi Kecamatan Wonokromo untuk menegakkan Pasal 504 KUHP di wilayah Kecamatan Wonokromo 
Menurut Aibda Iman dan Iptu Suparman upaya yang dilakukan untuk menanggulangi pengemis adalah dengan melakukan razia. Upaya penanggulangan pengemis dilakukan oleh pihak kepolisian yang bekerja sama dengan pihak kecamatan yaitu melalui Satpol PP, Koramil serta dengan pihak PEMKOT melalui LIPONSOS. Pihak kepolisian bersama Satpol PP dan Koramil melakukan razia dan mengamankan para pengemis tersebut. Setelah razia dilakukan, pengemis tersebut didata lengkap serta difoto. Setelah dokumen-dokumen itu dilengkapi pengemis tersebut akan dilimpahkan ke LIPONSOS untuk dibina dan diberi ketrampilan. 
 Upaya yang pertama dilakukan adalah upaya razia. Razia ini dilakukan dengan bekerja sama bersama pihak kecamatan yaitu dengan Satpol PP serta pihak koramil. Razia dilakukan dengan 30 orang personil dari gabungan Polisi, Satpol PP dan Koramil yang masing-masing terdiri dari 10 orang anggota Polisi, Satpol PP dan Koramil. Razia ini dilakukan setelah adanya rapat muspika. Rapat Muspika tidak dilakukan secara berkala. Rapat ini dilakukan sewaktu-waktu tergantung dengan situasi dan kondisi wilayah.
 Setelah rapat tersebut aparat kepolisian bersama pihak yang terkait yaitu Satpol PP dan Koramil akan melakukan razia di tempat-tempat yang biasa dijadikan pengemis tersebut untuk mencari nafkah. Aparat kepolisian sudah mengetahui tempat-tempat yang banyak pengemisnya. Misalkan saja di terminal, stasiun, pasar atau bahkan taman-taman. 
Terkadang aparat kepolisian sudah mengenal pengemis tersebut karena dia sering terjaring razia. Dia tidak jera dan tetap mengulangi untuk mengemis lagi, sehingga dia sudah sering ditangkap oleh polisi. Razia ini bisa dilakukan sewaktu-waktu, jika belum ada rapat Muspika tetapi ada laporan dari masyarakat yang merasa diresahkan oleh pengemis-pengemis tersebut maka razia ini akan dilakukan oleh pihak kepolisian dan akan mengamankan pengemis-pengemis tersebut.
Razia ada beberapa macam tindakan hukum antara lain :
a)	Tindakan preventif,
b)	Tindakan represif.
Dalam upaya preventif atau pencegahan belum menginjak pada tindakan penyidikan, dalam hal ini biasanya hanya dibarengi dengan tindakan pembinaan. Pembinaan tersebut bisa secara lisan ataupun tertulis. Sedangkan tindakan represif atau penegakan hukum akan diadakan tindakan penyidikan oleh kepolisian. Setelah itu tindakan pelimpahan perkara ke pengadilan juga akan dilakukan. Dalam razia akan ditemukan berbagai macam ganguan kamtibmas, dan ada prioritasnya tersendiri razia itu dilakukan. Jika dalam razia di temukan ganguan kamtibnas berupa pengemisan maka proses penyidikan tidak akan dilakukan hanya akan di data dan dilimpahkan ke LIPONSOS saja.
Upaya yang kedua adalah upaya penampungan yang dilakukan oleh pihak LIPONSOS. LIPONSOS akan memberikan pembinaan dan ketrampilan kepada pengemis tersebut. Ketrampilan ini diberikan agar saat mereka keluar dari LIPONSOS mereka bisa menggunakan ketrampilan itu untuk bekerja. Ketrampilan yang diberikan adalah bercocok tanam, memasak, menjahit, dan kerajinan tangan seperti membuat anyam-anyaman.  Ketrampilan bercocok tanam hasilnya akan dinikmati (untuk makan) sendiri oleh para pengemis yang dibina disana tidak untuk dijual.
Lamanya mereka ditampung tidak ada ketentuan waktu, bisa satu minggu atau bahkan satu bulan tergatung dana yang dimiliki oleh LIPONSOS. Berdasarkan keterangan dari polisi, pernah terjadi saat pihak polisi menyetorkan pengemis yang terkena razia ke LIPONSOS . Pada saat itu pihak LIPONSOS tidak memiliki dana untuk menampung pengemis tersebut. Sehigga pengemis tersebut langsung dilepas kembali tanpa adanya pembinaan dan pemberian ketrampilan oleh pihak LIPONSOS.
3.	Kendala yang dihadapi oleh polisi Kecamatan Wonokromo saat menegakkan Pasal 504 KUHP di wilayah Kecamatan Wonokromo
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak polisi kendala yang dihadapi polisi dalam melakukan penegakan Pasal 504 KUHP adalah tidak jeranya pengemis. Setelah mereka keluar dari LIPONSOS mereka akan mengemis lagi. Walaupun sudah dirazia mereka tetap saja tidak merasa jera dan tidak berhenti untuk mengemis lagi. Untuk mengatasi hambatan ini pihak kepolisian belum melakukan upaya apapun untuk mengatasinya.
Berdasarkan keterangan dari Aibda Iman hal ini terjadi karena kurangnya kerja sama dari LIPONSOS dengan pihak UKM (Usaha Kecil Menengah) yang ada misalkan saja seperti bengkel, pusat kerajinan tangan, atau bahkan mebeler. 
Seharusnya pihak LIPONSOS sudah memiliki kerjasama dengan pihak-pihak lain yang memiliki lapangan pekerjaan. Sehingga saat pengemis tersebut keluar dari LIPONSOS mereka memiliki tempat yang menerima mereka untuk bekerja disana, sehingga mereka tidak mengemis lagi.
B.	Hasil Penelitian Wawancara dengan Pengemis.
Selain melakukan wawancara dengan polisi di POLSEK Wonokromo, wawancara juga dilakukan dengan pengemis di Kecamatan Wonokromo. Berdasarkan data dari LIPONSOS, pengemis yang ada di Kecamatan Wonokromo ada 60 orang pengemis. Wawancara dengan pengemis dilakukan dengan memilih tempat yang menjadi  pusat keramaian di kecamatan Wonokromo. Tempat-tempat tersebut antara lain:
1.	Terminal Joyoboyo yang terletak di Jalan Joyoboyo, Sawunggaling, Wonokromo dengan Bapak Kayat yang merupakan pengemis yang sejak kecil mengemis di terminal Joyoboyo.
2.	Pasar Wonokromo yang terletak di Jalan Raya Wonokromo dengan Ibu Suliha yang merupakan pengemis yang paling lama mengemis di pasar Wonokromo.
3.	Stasiun kereta api Wonokromo yang terletak di Jalan Stasiun Wonokromo No. 1, Jagir, Wonokromo dengan Bapak Subagar yang merupakan pengemis yang sudah lama mengemis di Stasiun kereta api Wonokromo.
Berdasarkan wawancara dengan pengemis yang temui di daerah Kecamatan Wonokromo, diantara mereka semua telah lama mengemis ada yang 3 tahun, 5 tahun atau bahkan mereka mengatakan mereka mengemis sejak mereka kecil karena mereka cacat sejak kecil. 
Para pengemis ini kebanyakan tinggal di belakang terminal Joyoboyo atau mereka menyebutnya dengan “Joyoboyo Trim”. Masyarakat yang tinggal di “Joyoboyo Trim” rata-rata pekerjaannya adalah sebagai pengemis dan pengamen. Informasi ini didapatkan dari Ibu Yati seorang pedagang kaki lima di terminal Joyoboyo.
Berdasarkan keterangan dari Ibu Yati pengemis ada pula yang diorganisasikan, mereka di bawa oleh seseorang. Orang tersebut menyuruh mereka untuk mengemis. Orang itu mengambil sebagian dari hasil pengemis tersebut. Misalkan saja pengemis itu mendapat penghasilan Rp. 150.000,00 maka orang tersebut akan mengambil Rp. 50.000,00 untuknya dan sisanya untuk pengemis tersebut. Kebanyakan pengemis yang dimanfaatkan seperti ini adalah pengemis yang cacat, dan anak-anak. 
Hal semacam ini terjadi pada bapak Kayat, pengemis yang ada di Terminal Joyoboyo. Umurnya sekitar 45 tahun, dia mengaku telah mengemis sejak kecil, penghasilannya berkisar antara Rp. 100.000,00 – Rp. 200.000,00 perhari. Dia sering dimanfaatkan oleh orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Dia diajak dan dibawa ketempat-tempat yang ramai dan diminta mengemis disana, dia akan ditemani dan diliat dari kejauhan oleh orang tersebut. Terkadang penghasilannya dari mengemis diminta semua dan dia hanya diberi makan saja. Dia pasrah karena tidak bisa melawan. Hal ini terjadi padanya saat dia masih kecil. 
 Para pengemis tersebut mengaku bahwa mereka pernah ditangkap saat ada razia yang dilakukan polisi bersama dengan Satpol PP. Setelah ditangkap dalam razia tersebut mereka dibawa ke POLSEK untuk didata. Setelah pendataan tersebut mereka akan langsung diangkut ke LIPONSO (Lingkungan Pondok Sosial) untuk ditampung. Mereka mengaku tidak pernah mendapatkan sanksi dari pelanggaran yang mereka perbuat.
Mereka mengaku hanya pernah dirazia dan setelah itu mereka akan ditampung di LIPONSOS, namun terkadang beberapa dari mereka ada yang kabur karena kelamaan dan tidak betah tinggal di sana. Mereka kabur karena mereka merasa tidak betah, jika disana terus mereka tidak akan mendapatkan uang. Ada juga yang tetap disana dan saat dikembalikan kepada masyarakat mereka akan tetap mengemis kembali. Mereka mengaku tidak merasa jera untuk mengemis lagi karena mereka tidak pernah diberi sanksi dari pelanggaran yang mereka perbuat. Salain itu setelah mereka keluar dari LIPONSOS mereka lebih memilih untuk mengemis lagi karena mereka merasa mengemis adalah hal yang mudah yang bisa mereka lakukan. Dibandingkan dengan bekerja, hasil dari mereka mengemis jauh lebih banyak. Sehingga mereka lebih memilih untuk mengemis dari pada bekerja yang mereka rasa lebih melelahkan dari pada mengemis dan hasilnya tidak lebih banyak dari pada hasil mengemis.
Pembahasan
1.	Pembahasan Mengenai Penegakan hukum Pasal 504 KUHP (larangan mengemis) yang dilakukan oleh polisi di Kecamatan Wonokromo Surabaya.
Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut antara lain :
1.	Aturan, 
2.	Aparat penegak hukum,
3.	Sarana dan fasilitas yang dimiliki,
4.	Masyarakat,
5.	Kebudayaan. 
Penegakan hukum oleh polisi terhadap Pasal 504 KUHP tentang pelanggaran ketertiban umum yang dilakukan pengemis di kecamatan Wonokromo belum dilakukan (belum ada penegakan hukum). Hal ini karena faktor dari aparat penegak hukumnya. Aparat penegak hukum dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Pihak kepolisian tidak melakukan proses dalam pemeriksaan cepat, mulai dari proses penyidikan serta proses pelimpahan perkara ke pengadilan. Sehingga pengemis tersebut tidak mendapatkan sanksi apapun atas pelanggaran yang mereka lakukan. Pengemis hanya dirazia saja, sedangkan razia yang dilakukan ini tidak akan dilanjutkan ke proses penyidikan. Sehingga proses pelimpahan perkara ke pengadilan pun tidak dilaksanakan. 
	Penegakan hukum juga memerlukan sistem sanksi agar terjadi efektivitas penegakan hukum. Agar Pasal 504 KUHP dapat berjalan dengan efektif maka sanksi harus diberikan. Sanksi yang diberikan dapat bermacam- macam misalnya :
	Sanksi yuridis, yaitu sanksi yang ditetapkan dalam hukum pidana materil.
	Sanksi sosial, yaitu sanksi yang diberikan oleh masyarakat kepada orang yang melanggar norma-norma, biasanya berupa “pengucilan sosial”.
	Sanksi sepiritual, yaitu rasa bersalah yang ada pada diri sendiri. Dia merasa bersalah kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melakukan pelanggaran.
Sebagai penegak hukum maka polisi berkewajiban untuk memberi sanksi yuridis yang dijatuhkan dengan adanya keputusan hakim. Setelah menangkap pengemis dalam razia, polisi harus melimpahkan perkara pengemisan tersebut ke pengadilan agar perkara ini diproses dan pengemis tersebut mendapatkan sanksi yang akan membuat mereka jera dan tidak mengulangi perbuatan mengemis lagi.
Selain itu untuk melimpahkan perkara ini ke pengadilan tidak terlalu sulit, karena dalam proses pemeriksaan cepat atau rool tidak seperti proses pemeriksaan biasa. Proses pemeriksaan cepat atau rool memiliki perbedaan dengan proses pemeriksaan biasa, antara lain sebagai berikut:
1)	Penyidik langsung menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli,dan /juru bahasa ke pengadilan, atas kuasa penuntut umum. Dalam penjelasan dikatakan bahwa atas kuasa berarti demi hukum (Pasal 205 Ayat (2) KUHAP).
2)	Pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama hingga terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat meminta banding (Pasal 205 Ayat (3) KUHAP). Hal ini berarti jika terdakwa tidak dijatuhi hukuman pidana penjara atau kurungan, maka terpidana tidak dapat meminta banding.
3)	Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucap sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu (Pasal 208 KUHAP).
4)	Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat, kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik (Pasal 209 Ayat (2) KUHAP). 
Adanya kemudahan-kemudahan ini seharusnya digunakan pihak polisi untuk bisa memproses perkara pengemisan ini ke pengadilan dan memberikan sanksi kepada pengemis tersebut agar mereka jera.
       Selanjutnya adalah jumlah personil Shabara yang bertugas untuk menertibkan pengemis di POLSEK Wonokromo kurang memadai untuk mengatasi pengemis. jumlah personil Sabhara di POLSEK Wonokromo hanya ada 16 orang saja, sedangkan jumlah pengemis di Kecamatan Wonokromo ada 60 orang.  Jumlah pengemis jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah personil Shabara yang bertugas menertibkan mereka. Hal ini membuat pengemis tersebut susah ditertibkan karena personil Sabhara yang kurang banyak. Seharusnya jumlah personil Shabara ditambah untuk mengatasi pengemis tersebut agar mereka tidak kualahan dalam mengatasi pengemis yang jumlahnya lebih banyak dari jumlah Sabhara.
2.	Pembahasan Mengenai Upaya yang dilakukan oleh polisi Kecamatan Wonokromo untuk menegakkan Pasal 504 KUHP di wilayah Kecamatan Wonokromo 
Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan diatas upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk menegakan Pasal 504 KUHP adalah dengan melakukan razia bersama Satpol PP dan Koramil. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menegakkan Pasal 504 KUHP masih kurang maksimal. Unit BINMAS (Bimbingan Masyarakat) yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat yang seharusnya akan memberikan penyuluhan, pembinaan dan bentuk pelayanan lain yang bersifat pembinaan, tidak melakukan tugasnya secara maksimal. Penyuluhan dan pembinaan yang seharusnya merupakan tugas dari Unit BINMAS ini belum dilaksanakan. Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan langsung dialihkan kepada pihak LIPONSOS, sedangkan pihak kepolisian tidak melakukan tugas tersebut. Setelah pengemis tersebut dirazia maka akan dialihkan langsung ke LIPONSOS.
Sedangkan Unit Sabhara (Samapta Bhayangkara) yang bertugas untuk menegakkan hukum dari pelanggaran pengemisan juga belum maksimal dalam menjalankan tugasnya. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis terdapat upaya preventif dan tindakan penegakan hukum untuk mengatasi pengemis.
Upaya penegakan hukum yang harus dilakukan oleh polisi terdapat pada Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis, terdiri dari :
a.Razia atau penertiban Gelandangan, Pengemis, dan Gepeng;
b.Penampungan sementara Gelandangan, Pengemis, dan Gepeng untuk diklasifikasi;
c. Penyidikan;
d.Pelimpahan perkara ke pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan.
	Kegiatan diatas dilakukan pihak kepolisian untuk membuat jera pelaku agar tidak melakukan kembali aktivitas sebagai pengemis. Namun dalam upaya penegakan hukum ini pihak kepolisian masih belum maksimal. Pihak kepolisian hanya melakukan kegiatan razia saja. Proses penyidikan, proses pelimpahan perkara ke pengadilan belum dilaksanakan. Proses pelimpahan perkara ke pengadilan hanya akan dilaksanakan jika pelanggaran tersebut adalah miras dan PSK (Pekerja Seks Komersial), bukan kepada pengemisan. Pihak kepolisian hanya mendata lalu menyalurkan mereka ke penampungan atau LIPONSOS untuk dibina dan diberi ketrampilan
Selanjutnya upaya yang dilakukan adalah upaya preventif yang tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis, terdiri dari :
a. penyuluhan;
b. bimbingan sosial; dan
c. pembinaan sosial.
Kegiatan tersebut dilakukan dengan berkoordinasi bersama instansi terkait pada tingkatan masing-masing dan tokoh organisasi sosial kemasyarakatan setempat. Upaya preventif ini dilakukan pihak kepolisian yang melakukan kerja sama dengan pihak PEMKOT (Pemerintah Kota) Surabaya, yaitu dengan pihak Dinas Sosial. Pihak Dinas Sosial yang dimasudkan adalah pihak LIPONSOS (Lingkungan Pondok Sosial). Pihak LIPONSOS akan melakukan pembinan dan pemberian ketrampilan pada pengemis-pengemis yang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian yang sudah  disalurkan ke LIPONSOS. Upaya preventif ini berjalan dengan baik berkat kerja sama antara kedua belah pihak.

3.	Pembahasan Mengenai Kendala yang dihadapi oleh polisi Kecamatan Wonokromo saat menegakkan Pasal 504 KUHP di wilayah Kecamatan Wonokromo
Berdasarkan penelitian yang dipaparkan diatas, hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian untuk menegakan Pasal 504 KUHP adalah tidak jeranya pengemis. Pengemis tersebut akan tetap mengemis walaupun sudah pernah tertangkap dalam razia dan dibina berkali-kali. Setelah keluar dari LIPONSOS mereka akan tetap mengemis lagi dan tidak memanfaatkan ketrampian yang sudah mereka dapatkan saat berada di LIPONSOS.
	Hambatan ini terjadi karena adanya faktor dari masyarakat. Masyarakat dalam hal ini adalah pengemis. menurut Soerjono Soekanto ada beberapa indikator kesadaran hukum dalam masyarakat, yang terdiri dari : 
1.	Pengetahuan Hukum, masyarakat memiliki pengetahuan secara konsepsional tentang perbuatan-perbuatan masyarakat yang sudah diatur oleh hukum.
2.	Harus paham, mayarakat bisa memaknai aturan-aturan yang ada pada pasal-pasal yang ada dalam undang-undang.
3.	Sikap, masyarakat bisa menilai dalam dimensi-dimensi moral.
4.	Prilaku, masyarakat mampu berprilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.
Pengemis tersebut tidak sadar akan hukum dan tidak patuh kepada hukum. Pengemis kurang pengetahuannya terhadap hukum, mereka tidak sadar bahwa perbuatan mengemis yang mereka lakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum, khususnya Pasal 504 KUHP. 
Selain faktor dari masyarakat, hambatan ini juga terjadi karena adanya faktor kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto adalah sistem yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsep mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.  Rasa malas yang mereka miliki akan mendorong mereka untuk tetap mengemis walaupun sudah dirazia dan ditampung berkali-kali. 
Menurut pandangan Ruth Benedict didalam masyarakat perlu adanya budaya malu  shame culture, dan budaya rasa bersalah jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukum yang berlaku guity feeling. Budaya rasa malu harusnya dimiliki masyarakat agar mereka malu untuk mengemis. Harusnya mereka memiliki rasa malu untuk meminta-minta dan mengharap belas kasian dari orang lain disekitar mereka. Selain itu mereka juga harus memiliki budaya rasa bersalah jika melakuakan pelanggaran hukum. Pengemis-pengemis tersebut tidak merasa bersalah walaupun sudah melanggar Pasal 504 KUHP. Mereka tetap akan mengemis lagi setelah keluar dari tempat penampungan.
 Hambatan ini terjadi karena pihak kepolisian tidak melimpahkan perkara ini ke pengadilan, sehingga mereka tidak jera dan tetap mengemis. Jika mereka diberi sanksi maka mereka akan jera dan takut untuk mengulangi perbuatan mengemis lagi seperti yang sudah dipaparkan diatas. Pemberian sanksi kepada pengemis akan membuat para pengemis yang malas bekerja dan lebih suka untuk mengemis menjadi takut untuk mengemis lagi, karena mereka akan mendapatkan sanksi jika mereka mengemis lagi setelah keluar dari LIPONSOS.
  	 
PENUTUP
Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpukan sebagai berikut: 

1.	Penegakan hukum Pasal 504 KUHP yang dilakukan oleh polisi di Kecamatan Wonokromo Surabaya belum berjalan. Pihak kepolisian hanya mendata para pengemis yang ditangkap dalam razia dan selanjutnya akan dilimpahkan ke LIPONSOS untuk ditampung. Para pengemis tersebut tidak diproses dan mendapatkan sanksi yang harusnya mereka terima karena pelanggaran yang mereka lakukan. 
2.	Upaya yang dilakukan oleh polisi Kecamatan Wonokromo untuk menegakkan Pasal 504 KUHP di wilayah Kecamatan Wonokromo  kurang maksimal dalam melakukan upaya preventif dan represif. Unit BINMAS (Bimbingan Masyarakat) belum melaksanakan upaya preventif untuk memberikan penyuluhan dan pembinaan, tugas ini langsung dialihkan kepada LIPONSOS. Sedangkan Unit Sabhara (Samapta Bhayangkara) juga belum maksimal dalam melaksanakan upaya represif, yang dilakukan hanya upaya razia saja. Sedangkan upaya penyidikan dan pelimpahan perkara ke pengadilan belum dilaksanakan. 
3.	Kendala yang dihadapi oleh polisi Kecamatan Wonokromo saat menegakkan Pasal 504 KUHP di wilayah Kecamatan Wonokromo adalah tidak jeranya pengemis. Hambatan ini karena adanya rasa malas yang dimiliki oleh masyarakat, serta  tidak adanya budaya rasa malu dan rasa bersalah jika melanggar hukum. Hal ini yang mendorong mereka tetap mengemis lagi. Serta mereka tidak merasa takut untuk mengemis lagi karena mereka tidak menerima sanksi apapun. Para pengemis tetap saja akan mengemis lagi setelah keluar dari LIPONSOS. 

Saran
Atas dasar penelitian yang dilakukan, saran yang diberikan antara lain: 
1.	Proses pemeriksaan cepat harus dilakukan agar pengemis tersebut mendapatkan sanksi dan merasa jera atas pelanggaran yang mereka lakukan.
2.	Mengedepankan sanksi denda sehingga pengemis akan merasa jera dengan adanya sanksi tersebut.
3.	Penyuluhan dan sosialisasi harus dilakukan agar pengemis tersebut mengerti bahwa mereka telah melakukan pelanggaran terhadap hukum.
4.	Razia dan operasi harus dilakukan secara berkala pada tempat-tempat yang sering dijumpai pengemis untuk mencegah pengemis berkembang lebih banyak.
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